
 

 

 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 

Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD 

disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 

kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang 

diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta 

prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal              

21 Agustus 2017; 

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 4355); 

6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004                    Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah             Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia                     Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara                        

Nomor 5340); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010                    

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 

 

 

 

 



4 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017                  

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2013 Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 

Seri E); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 

Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo      

Nomor 14); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 16); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 19); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 

Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                   

Nomor 22); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 

Seri C); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C); 
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52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2016 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 78); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo     

Tahun 2017 Nomor 1 Seri B); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

DAN 

BUPATI SIDOARJO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan Daerah        Rp. 4.046.261.300.437,41     

2. Belanja Daerah              Rp. 4.472.131.300.437,41     

 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan              (Rp. 425.870.000.000,00)  

 

 3.  Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan        Rp. 438.770.000.000,00    

b. Pengeluaran                            Rp.   12.900.000.000,00      

Pembiayaan Netto                                Rp.  425.870.000.000,00  

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan                 Rp.  0,00                          

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri 

dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah      Rp. 1.431.052.747.437,41    

b. Dana Perimbangan sejumlah                 Rp. 1.833.192.381.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah    

                                                     Rp.  782.016.172.000,00   
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah                       Rp.  868.940.000.000,00  

b. Retribusi Daerah sejumlah                   Rp.    84.092.006.340,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sejumlah                                      Rp.  29.847.768.975,41  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah  

                                                     Rp.  448.172.972.122,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah   

                                                    Rp.   180.391.473.000,00   

b. Dana Alokasi Umum sejumlah               Rp. 1.203.737.401.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah              Rp.   449.063.507.000,00     

 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada                 

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah        Rp.  140.000.000.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya sejumlah                            Rp.  337.000.000.000,00  

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah    

   Rp.  298.643.547.000,00 

              

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah           Rp. 2.303.299.555.393,41 

b. Belanja Langsung sejumlah                 Rp. 2.168.831.745.044,00  

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah                    Rp. 1.500.148.114.317,41    

b. Belanja hibah sejumlah                      Rp.  218.717.350.000,00                

c. Belanja bantuan sosial sejumlah             Rp.   64.304.720.000,00  

d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  

Dan Pemerintah Desa sejumlah              Rp.  103.051.633.634,00                           

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa sejumlah         Rp.  410.641.929.595,00 

f. Belanja tidak terduga sejumlah              Rp.     6.435.807.847,00     

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah                    Rp.  151.574.521.141,00    

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah           Rp. 1.152.308.085.478,00 

c. Belanja Modal sejumlah                      Rp.  864.949.138.425,00 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri 

dari : 

a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah  Rp.  438.770.000.000,00   

b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah   Rp.   12.900.000.000,00   
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  

sebelumnya (SiLPA) sejumlah               Rp.  425.870.000.000,00      

b. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir    Rp.    12.900.000.000,00      

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah    

                                Rp.   12.900.000.000,00    

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan  Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran  I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

2. Lampiran  II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut  Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 

3. Lampiran  III  Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi  Belanja  menurut  Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ; 

5. Lampiran  V  Rekapitulasi Belanja Daerah  untuk  Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

6. Lampiran  VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran  VII  Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran  VIII   Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 

Anggaran ini;  

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.  

 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 
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Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal  . 29  Desember. 2017    
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
 

           ttd 
 

 
    DJOKO SARTONO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 441 – 10 /2017

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal  29 Desember 2017 
 

      BUPATI SIDOARJO, 
 

              ttd 
 

 

         SAIFUL ILAH  



 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  

NOMOR 10 TAHUN 2017  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH         

TAHUN ANGGARAN 2018 

PEMERINTAH KABUPATEN SI DO ARJO RIMGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 
 

Nomor Urvrt Uraian Jumlah 

1 2 3 

1   . PENDAPATAN DAERAH 4.046-261.30D.437.41 

1   .   1 Pendapatan Asli Daeiah 1.431 .052.747.437.41 

1.  1 .   1 Kasil Pajak Daerah 868.940.000.000.00 

1- 1 -  2 Hasa Retribusi Daerah 84.092.008.340.00 

1.   1.   3 Hasa Pengelolaan Kekayaan Daerah yang D^pisahkan 29.847.768.975.41 

1   .1  . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daeiah yang Sah 448.172. 972.122.00 

1   .    2 Dana Perimbangan 1.833.1B23B1.000.00 

1.   2  .1 Bagi Hasa Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 180.391.473.000,00 

1- 2.   2 Dana Atokasa Umum 1.203.737.401.000.00 

1   .2.  3 Dana Atokasa Khusus 449.063.507.000 jOO 

1.  3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah' 782.016.172 000,00 

1- 3  -1 Pendapatan Hibah 149.053.507000,00  

 1. 3-
:
- 2 Dana Bagi Hasil  Pajak  dari Provinsi dan Pemerinbhan Daarah lainnya   . 337.000.000.000.00 

1-3-3 Dana Penyesuatan dan Otonomi Khusus 298.643.547 .000.00 

1-3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemenntah Daerah Lainnya 6.372.025.000.00 

 Jumlah PENDAPATAN DAERAH 4.046.261.300.437.41 

2   • BELANJA 4.472.131.300.437.41 

2   -  1 Bdanja Tidak Langsung 2.303.209.555.393.41 

2-   1-  1 Bdanja Pegawiai 1.500.148.114.317.41 

3-   1-  2 Bdanja Hibah 218.717.350 JOOOJOO 

2-   1-  3 Belanja Bantuan Sosial 64.3O4.72O.000,00 

2.     1  . 4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi  dan Kabupaten Kota dan Pemerinlah Desa 103.051.633.634 ,00 

2.     1-  5 Bdanja Bantuan Keuangan Kepada Proirinsi Kabupaten i/Kota dan Pemenntah Desa dan 
Partai Politik 

410.641.929 595,00 

2-    1   .6 Belanja Tidak Terduga 6.435.507.847,00 
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2.2.1 Belanja Pegawai 151.461.281.141,00 

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.421 325.473.00 

2.2.3 Belanja Modal 864.949.138.425,00 

 Jumlah BELANJA   4.472.131.300.437,41 

 Surplus/(Defisit) (425.870.000.000,00) 

3 . PEMBIAYAAN DAERAH 425.870.000.000,00 

3 .   1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 438.770.000.000,00 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 425.870.000.000,00 

3.1-2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 12.900.000.000,00 

 JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah 438.770.000.000,00 

3 .  2 Pengeluaran Pembiayaan daerah 12.900.000.000,00 

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.900.000.000,00 

 JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah^ 12.900.000.000,00 

 Pembiayaan Netto 425.870.000.000,00 
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